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Menilik Usulan Cukai Minuman Berpemanis
oleh 

Damia Liana*)

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
kembali mencetuskan wacana 
penerapan cukai minuman 

berpemanis di hadapan Komisi XI DPR 
RI pada rapat 27 Januari 2021 lalu. 
Usulan penerapan cukai minuman 
berpemanis ini dilatarbelakangi oleh 
adanya eksternalitas negatif yang 
disebabkan oleh minuman berpemanis, 
yaitu dapat memicu penyakit diabetes 
melitus, obesitas dan lainnya. Selain 
itu, penerapan cukai ini juga diyakini 
dapat menjadi sumber penerimaan 
negara di tengah penurunan 
pendapatan negara pada sisi pajak 
akibat pandemi Covid-19. Sri Mulyani 
menyatakan bahwa saat ini Indonesia 
merupakan negara yang paling sedikit 
dalam penerapan cukai di ASEAN. 
Indonesia baru menerapkan cukai 
pada tiga jenis barang yaitu Etil Alkohol 
(Etinol), Minuman Mengandung Etil 
Alkohol (MMEA), dan Hasil Tembakau. 
Sementara Thailand dan Kamboja 
memiliki 11 jenis cukai, Laos memiliki 
10 jenis cukai, dan Myanmar memiliki 9 
jenis cukai (Bisnis.com, 2021). Sejalan 
dengan hal ini, Panja Asumsi Dasar, 
Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, 
dan Pembiayaan Badan Anggaran 
DPR RI juga merekomendasikan agar 
pemerintah dapat menerapkan cukai 
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penerapan cukai terhadap minuman berpemanis, hal ini disebabkan karena 
tren prevalensi diabetes Indonesia konsisten mengalami peningkatan, selain 
itu penerapan cukai ini juga sebagai salah satu bentuk perluasan basis pajak 
untuk meningkatkan penerimaan negara. Usulan penerapan cukai minuman 
berpemanis ini disambut baik oleh DPR RI dan diharapkan dapat mulai 
diterapkan pada tahun 2022. Namun, usulan cukai minuman berpemanis 
ini mendapat pertentangan dari pengusaha minuman berpemanis, terutama 
jika diterapkan ditengah kondisi belum pulihnya perekonomian Indonesia.
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terhadap minuman berpemanis pada 
2022, sehingga defisit APBN pada 2022-
2023 dapat di tekan. 

Pada awal 2020 lalu, Menteri Keuangan 
Sri Mulyani memaparkan dalam rapat 
dengan Komisi XI DPR RI terkait potensi 
penerimaan negara jika cukai minuman 
berpemanis diterapkan di Indonesia. 
Dari tabel 1 terlihat bahwa terdapat tiga 
kategori minuman yang akan dikenakan 
cukai yaitu teh kemasan, karbonasi, 
dan lainnya dengan estimasi total 
penerimaan negara sebesar Rp6,25 
triliun.

Adapun objek cukai minuman 
berpemanis adalah minuman yang 
mengandung pemanis baik gula dan 
pemanis buatan yang siap konsumsi 
dan minuman yang konsentratnya 
dikemas dalam bentuk eceran dan 
konsumsinya masih memerlukan proses 
pengenceran. Sedangkan subjek cukai 
produk minuman berpemanis ini adalah 
pabrikan dan importir (Kompas.com, 
2020). Namun di satu sisi, pengusaha 
minuman berpemanis menolak adanya 
usulan cukai pada produk minuman 
berpemanis ini. Untuk itu tulisan ini 
akan mengulas tentang urgensi dan 
tantangan penerapan cukai produk 
minuman berpemanis.
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Pentingnya Penerapan Cukai Pada 
Produk Minuman Berpemanis

Indonesia menempati urutan ketiga 
dalam konsumsi minuman berpemanis 
di Asia Tenggara yaitu sebesar 20,23 
liter/orang (FK UGM, 2020). Menurut 
data Riskesdas, Kementerian Kesehatan 
(2018), 61,3 persen responden 
mengkonsumsi lebih dari 1 kali per hari 
minuman berpemanis dan hanya 8,5 
persen responden yang mengkonsumsi 
minuman berpemanis kurang dari 3 kali 
per bulan.  Tingginya konsumsi minuman 
berpemanis ini berisiko pada terjadinya 
penyakit diabetes melitus terutama 
diabetes tipe 2 (Kompas.id, 2021). 
Berdasarkan International Diabetes 
Federation (2020), Indonesia menempati 
urutan ke-7 sebagai negara pengidap 
diabetes tertinggi dengan prevalensi 
sebesar 6,2 persen, artinya lebih dari 
10,8 juta orang menderita diabetes. 
Hal ini berbanding lurus dengan 
data Riskesdas 2018 yang mencatat 
kenaikan pada prevalensi penyakit 
tidak menular (PTM) katastropik pada 
diabetes melitus dari 6,9 persen pada 
2013 menjadi 10,9 persen pada 2018.

Sejalan dengan hal ini, Deputi Direksi 
Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan 
Primer Ari Dwi Aryani menjelaskan 
bahwa, dari sekitar 24 persen biaya 
pelayanan yang dibayarkan BPJS 
Kesehatan untuk penyakit katastropik, 
paling banyak penyebabnya adalah 
diabetes melitus dan hipertensi. Data 
BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa 
pembiayaan pelayanan diabetes melitus 
meningkat dari Rp84 triliun pada 2017 
menjadi Rp94 triliun pada 2018 dan 
Rp108 triliun pada 2019. Data klaim 

Gambar 1. Potensi Penerimaan Negara dari Cukai Minuman Berpemanis

Sumber: Kementerian Keuangan dalam CNBC, 2020.

BPJS Kesehatan pada 2016 mencatat 
dari 18,9 juta peserta JKN, 4 persen 
diantaranya menderita diabetes tipe 2 
dengan total biaya pengobatan sebesar 
Rp7,7 triliun. Pembiayaan obat oleh 
BPJS Kesehatan untuk obat kronis juga 
didominasi oleh obat diabetes melitus 
karena obat ini termasuk obat generik 
dan masuk kategori top 20 obat kronis 
berbiaya termahal pada 2019. Tren 
pembiayaan ini kian meningkat setiap 
tahunnya (Liputan6.com, 2020).  

Selain diabetes, minuman berpemanis 
juga berpotensi menyebabkan obesitas. 
Menurut ahli gizi dr. Fiastus Isbandi, 
Sp.Gk, konsumsi minuman berpemanis 
telah menyumbang pada peningkatan 
penderita obesitas di Indonesia. Data 
Riskesdas mencatat bahwa tren 
masalah obesitas pada orang dewasa 
di Indonesia mengalami peningkatan 
hampir dua kali lipat yaitu dari 19,1 
persen pada 2007 menjadi 35,4 persen 
pada 2018. Sementara itu proporsi 
obesitas pada orang dewasa diatas 18 
tahun mencapai 21,8 persen dari total 
penduduk (Riskesdas, 2018). Sejalan 
dengan ini obesitas pada anak juga 
mengalami peningkatan, satu dari lima 
anak usia sekolah dan satu dari tujuh 
remaja Indonesia mengalami obesitas 
(UNICEF, 2021).

Dibutuhkan kebijakan untuk mengatasi 
permasalahan yang disebabkan 
konsumsi minuman berpemanis. 
Salah satu opsi kebijakan yang dapat 
diterapkan oleh pemerintah adalah 
melalui kebijakan fiskal berupa 
pengenaan pajak pada produk minuman 
berpemanis pada takaran gula tertentu 
dan nilai pajak tersebut dapat bersifat 
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progresif. Menurut WHO, pengenaan 
pajak atas minuman berpemanis 
merupakan intervensi yang cukup efektif 
dalam mengurangi konsumsi gula. WHO 
menjelaskan bahwa kenaikan harga 
sebesar 20 persen setelah adanya 
pajak minuman berpemanis dapat 
mengurangi konsumsi sekitar 20 persen. 
Selain itu, peneliti Pusat Kebijakan dan 
Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM 
juga menyebutkan bahwa penerapan 
kebijakan fiskal ini selain bermanfaat 
bagi kesehatan juga akan menghemat 
biaya perawatan kesehatan hingga 24 
kali lipat dari biaya pelaksanaan pajak 
minuman berpemanis (UGM, 2021).   

Penerapan cukai terhadap produk 
minuman berpemanis sebagai langkah 
pengendalian untuk mengurangi 
konsumsi juga dilakukan oleh berbagai 
negara. Seperti Meksiko yang mulai 
mengenakan cukai atas minuman 
berpemanis sejak 2014, pengenaan 
cukai sebesar 1 peso per-liter atau 
sekitar 9 persen dari harga produk. 
Selain itu Inggris juga merupakan salah 
satu negara yang mengenakan cukai 
terhadap minuman berpemanis (sugar 
tax) sejak 2018, pajak tambahan akan 
dikenakan pada minuman dengan 
kandungan gula sebanyak 5 gram atau 
lebih untuk setiap 100 mililiter minuman 
dan tambahan biaya yang lebih tinggi 
lagi pada minuman dengan kandungan 
gula 8 gram atau lebih untuk setiap 100 
mililiter minuman. Kedua negara ini 
sukses menurunkan sekitar 20 persen 
konsumsi minuman berpemanis ketika 
memberlakukan cukai pada produk 
minuman berpemanis. Selain itu masih 
ada beberapa negara yang menerapkan 
cukai pada minuman berpemanis seperti 
Perancis, Finlandia, Chili, Afrika Selatan 
dan beberapa negara di Asia Tenggara 
seperti Thailand, Malaysia, Filipina, serta 
Brunei Darussalam (Rosyada, et al, 
2017). 

Tantangan Penerapan Cukai Minuman 
Berpemanis

Penerapan cukai pada minuman 
berpemanis ini mendapat penolakan 

dari pengusaha makanan dan minuman. 
Ketua Umum Gabungan Pengusaha 
Makanan dan Minuman Indonesia 
(GAPMMI), Adhi S Lukman menyatakan 
bahwa penerapan cukai ini berpotensi 
menggerus pendapatan pengusaha dan 
negara akan kehilangan penerimaan 
pajak sebesar Rp700 miliar. Selain itu 
penerapan cukai pada produk minuman 
berpemanis ini dianggap tidak tepat 
waktu lantaran kondisi perekonomian 
yang masih lesu. Menurut catatan 
Gapmmi saat ini terdapat kurang lebih 
6.000 perusahaan menengah dan 
besar serta 1,6 juta usaha kecil yang 
memproduksi minuman berpemanis 
serta soda. Sehingga kebijakan ini 
dianggap kurang tepat jika hanya 
menyasar kepada pabrikan yang 
jumlahnya lebih sedikit dibandingkan 
dengan usaha kecil atau rumahan (BBC 
Indonesia, 2020).

Selain itu, wakil ketua GAPMMI 
Rachmat Hidayat mengatakan, 
penerapan cukai minuman berpemanis 
juga akan berdampak pada ekosistem 
industri minuman berpemanis termasuk 
petani gula dan tebu. Implementasi 
kebijakan ini juga sensitif terhadap 
penurunan kemampuan daya beli 
masyarakat, karena harga yang akan 
menjadi lebih mahal. Pengenaan cukai 
minuman berpemanis juga dinilai tidak 
efektif untuk kesehatan karena pola 
konsumsi masyarakat juga seharusnya 
perlu untuk dibenahi, seperti terlalu 
banyak menaruh gula dalam minuman 
atau makanan (Kompas.com, 2021).

Pada dasarnya, usulan penerapan cukai 
minuman berpemanis ini bukanlah hal 
baru bagi Indonesia. Usulan kebijakan 
ini juga pernah dicetuskan pada tahun 
2008 ketika disahkannya perubahan 
Undang-Undang Cukai pada tahun 2007 
(Rosyada, et al, 2017). Sayangnya, 
sampai saat ini proses yang dilakukan 
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
belum menghasilkan jenis cukai yang 
baru. Selain itu kurangnya dukungan 
dari berbagai pihak juga menjadi 
tantangan tersendiri bagi penerapan 
cukai minuman berpemanis ini. 
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Rekomendasi
Cukai pada minuman berpemanis dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat 
dilakukan pemerintah dalam mengurangi diabetes dan obesitas serta mengurangi 
beban yang ditanggung BPJS Kesehatan, sebagaimana penelitian UGM yaitu 
menghemat biaya perawatan kesehatan hingga 24 kali lipat dari biaya pelaksanaan 
cukai. Namun kebijakan ini harus diterapkan secara hati-hati, pemerintah harus 
mempertimbangkan waktu yang tepat dalam menerapkan kebijakan ini, misalnya 
setelah daya beli masyarakat dan perekonomian sudah stabil. Karena kebijakan 
ini akan berpengaruh terhadap industri minuman dan juga daya beli masyarakat. 
Selain itu, pendapatan dari cukai minuman berpemanis ini kedepannya juga dapat 
dijadikan sebagai sumber pembiayaan kesehatan untuk menangani permasalahan 
kesehatan yang ditimbulkan akibat minuman berpemanis.
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